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PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan tonggak penting dalam upaya
memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah
pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri berbagai urusan pemerintahan sesuai kebutuhan dan karakteristik
wilayah masing-masing. Kerangka ini ditegaskan dalam Undang-Undang Pemerintahan
Daerah yang menempatkan otonomi sebagai hak, wewenang, serta kewajiban daerah
otonom untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik [1]. Dalam konteks
pembangunan ekonomi lokal, kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber
pendapatan asli menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi.
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen terpenting dalam struktur
penerimaan daerah karena mencerminkan tingkat kemandirian fiskal sekaligus
kemampuan daerah membiayai pembangunan. Dalam era desentralisasi fiskal, PAD
diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan utama yang mendukung pelaksanaan
program pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan [2], [3]. Untuk itu,
daerah dituntut mampu mengelola potensi ekonominya secara efektif termasuk sektor
pajak dan retribusi yang menjadi bagian penting dalam struktur pendapatan daerah.

Sejarah keuangan daerah menunjukkan bahwa sebelum era reformasi, pembangunan
cenderung terpusat dan menyebabkan ketimpangan antara pusat dan daerah. Sumber daya
daerah banyak terserap ke pusat sehingga kemampuan fiskal daerah relatif lemah [4].
Kondisi tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU
Nomor 33 Tahun 2004, yang memberikan landasan bagi daerah untuk memungut pajak
dan retribusi daerah. Reformasi berikutnya melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 melakukan
penyederhanaan objek pajak dan retribusi serta harmonisasi kebijakan fiskal, sehingga
daerah memiliki ruang lebih besar dalam mengelola potensi pendapatan, termasuk sektor
parkir [5].

Sektor parkir merupakan salah satu potensi PAD yang cukup signifikan, terutama
pada wilayah dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Pajak parkir
merupakan pungutan atas penyelenggaraan parkir oleh pithak swasta, sedangkan retribusi
parkir adalah pungutan atas penggunaan fasilitas parkir yang disediakan pemerintah
daerah. Keduanya memiliki kontribusi fiskal jika dikelola dengan baik dan sesuai
ketentuan [6], [7]. Efektivitas pengelolaan sektor parkir dipengaruhi oleh berbagai aspek
seperti regulasi tarif, mekanisme pemungutan, kepatuhan petugas, serta pengawasan
pemerintah daerah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pajak dan retribusi parkir dapat memiliki
peranan signifikan terhadap PAD. Studi Rahmat Fajri et al. menemukan bahwa pajak
parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD [8], sementara Igbal dan Mayoda
mengonfirmasi temuan serupa pada konteks daerah lain [9]. Hal ini menunjukkan bahwa
ketika pengelolaan parkir dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, kontribusinya
terhadap PAD dapat dioptimalkan. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan
hasil berbeda. Siregar dan Kusmilawaty menjelaskan bahwa pajak parkir tidak secara
signifikan memengaruhi PAD pada daerah tertentu [10]. Perbedaan in1 mengindikasikan
bahwa kapasitas daerah, karakteristik wilayah, dan sistem pengelolaan sangat menentukan
hasil akhir.

Sementara itu, sejumlah penelitian lain menyoroti adanya persoalan kebocoran
penerimaan akibat praktik pungutan liar, ketidaksesuaian tarif, hingga penyalahgunaan
karcis parkir. Rahayu et al. menyebutkan bahwa potensi retribusi parkir sering tidak
tercapai akibat lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan juru parkir [11]. Putri et al. juga
menguraikan bahwa ketidakoptimalan dapat terjadi karena kurangnya transparansi
pemungutan dan rendahnya kedisiplinan petugas [12]. Selain itu, Saepulloh dan
Muhammad menemukan bahwa efektivitas pemungutan pajak parkir dipengaruhi oleh
akurasi pendataan objek pajak serta pengawasan lapangan [13]. Tanisya dan Yudianto
menambahkan bahwa kinerja keuangan retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh sistem
administrasi dan kepatuhan petugas [14].

Di berbagai daerah, fenomena praktik parkir ilegal maupun pungutan di luar
ketentuan juga menjadi masalah serius. Aditya menjelaskan bahwa instrumen
pengendalian parkir swasta perlu diperkuat untuk meminimalisir penyimpangan tarif dan

SENTRI: Jurnal Riset IImiah | 4380



Hakim & Nurhazana

memaksimalkan penerimaan [15]. Oktaviani et al. menunjukkan bahwa efektivitas
pungutan parkir berbeda antar daerah tergantung pada strategi pengelolaan dan kualitas
pengawasan [16]. Penelitian terkait potensi pajak dan retribusi parkir juga menunjukkan
bahwa optimalisasi belum tercapai karena lemahnya integrasi sistem informasi dan
kurangnya regulasi teknis di lapangan [17].

Dalam konteks regulasi, penyederhanaan jenis pajak dan retribusi sebagaimana
dijelaskan dalam UU 1/2022 membantu daerah untuk menata ulang mekanisme
pemungutan dan memperbaiki aspek administratif agar lebih efektif [18]. Namun,
implementasi regulasi sering tidak berjalan optimal, terutama pada sektor parkir tepi jalan,
yang rawan penyimpangan tarif maupun ketidakpatuhan juru parkir. Penelitian Zulkifli
Anwar et al. menunjukkan bahwa pelayanan parkir tepi jalan umum sangat dipengaruhi
oleh kedisiplinan petugas dan pengawasan pemerintah daerah [19].

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi dan
mobilitas yang cukup tinggi sehingga memiliki potensi sektor parkir yang besar. Namun,
data target dan realisasi pajak serta retribusi parkir tahun 2020-2024 menunjukkan
fluktuasi yang signifikan. Pada beberapa tahun, realisasi jauh di bawah target, sementara
pada tahun tertentu realisasi melampaui target. Variasi ini menunjukkan bahwa tata kelola
parkir belum berjalan optimal dan memerlukan evaluasi menyeluruh. Selain itu, laporan
masyarakat mengenai tarif yang tidak sesuai Peraturan Daerah No. 8§ Tahun 2023 dan
penggunaan karcis tidak resmi semakin menguatkan indikasi adanya penyimpangan di
lapangan.

Berbagai penelitian di bidang parkir telah mengidentifikasi masalah klasik yang
muncul hampir di semua daerah, yaitu: lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian tarif,
ketidaktransparanan pemungutan, minimnya penggunaan teknologi digital, serta
rendahnya kedisiplinan juru parkir. Dalam kerangka administrasi pemerintahan,
efektivitas layanan publik sangat ditentukan oleh ketepatan mekanisme, kejelasan regulasi,
dan kualitas implementasi [20]. Untuk itu, sektor parkir memerlukan pendekatan
pengelolaan yang lebih modern dan terintegrasi.

Melihat kondisi tersebut, penelitian mengenai optimalisasi pajak dan retribusi parkir
di Kabupaten Bengkalis sangat relevan untuk dilakukan. Selain memberikan gambaran
objektif mengenai kondisi aktual pengelolaan parkir, penelitian ini juga dapat
menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki
kebijakan, meningkatkan transparansi, dan meminimalisir kebocoran penerimaan. Secara
akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai tata kelola parkir dan
pengelolaan PAD, sementara secara praktis dapat menjadi dasar perbaikan dan inovasi
dalam pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Otonomi daerah merupakan salah satu kebijjakan fundamental dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara yuridis, konsep otonomi daerah
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa
otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat setempat [19].
Prinsip ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi
wilayah secara mandiri, tanpa melepaskan kedudukannya sebagai bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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Secara historis, pengaturan otonomi daerah di Indonesia terus mengalami perubahan
mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi fondasi utama dengan pengaturan pada Pasal 18,
Pasal 18A, dan Pasal 18B yang menegaskan prinsip desentralisasi, hubungan keuangan
pusat-daerah, serta pengakuan terhadap kekhususan daerah tertentu [19].
Penyelenggaraan otonomi daerah selanjutnya diperkuat melalui UU Nomor 9 Tahun 2015
dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang memperbaharui mekanisme keuangan daerah agar
lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah [19].

Dari perspektif etimologis, istilah otonomi berasal dari kata autos (sendiri) dan
nomos (aturan). Dengan demikian, otonomi daerah bermakna kemampuan suatu daerah
untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri [4]. Pelaksanaan otonomi daerah
menuntut pemerintah daerah agar mampu mengelola kewenangan secara efektif dan
bertanggung jawab. Kewenangan ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik,
mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta mewujudkan pemerataan pembangunan
[16].

Tujuan pemberian otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah
melalui pemanfaatan potensi lokal [16]. Selain itu, otonomi daerah diharapkan dapat
menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis, serta
memperkuat stabilitas nasional melalui pemerataan pembangunan.

Penerapan otonomi daerah didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu prinsip
otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi nyata, dan prinsip otonomi yang bertanggung
jawab [19]. Prinsip otonomi seluas-luasnya memberi kewenangan daerah dalam mengatur
seluruh urusan pemerintahan kecuali yang menjadi wewenang pemerintah pusat.
Sementara itu, prinsip otonomi nyata menjamin bahwa kewenangan diberikan
berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab
memastikan bahwa setiap kebijakan daerah sejalan dengan tujuan nasional dan prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat.

Pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan otonomi daerah. Pembinaan tersebut dapat berupa pedoman teknis,
supervisi, pelatihan, dan fasilitasi agar pemerintah daerah dapat menjalankan
kewenangannya secara efektif dan efisien [2]. Melalui kerangka otonomi daerah yang
adaptif dan terstruktur, daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan
publik serta memperkuat ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber pendapatan yang
optimal.

Untuk melaksanakan otonomi, pemerintah daerah membutuhkan kemampuan fiskal
yang memadai. Sumber pendapatan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (UU HKPD), yang mengklasifikasikan pendapatan daerah menjadi Pendapatan
Daerah dan Pembiayaan Daerah [20].

Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,
serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya.
PAD merupakan indikator penting kemandirian fiskal daerah dan menjadi ukuran
keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonominya [20].
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Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut berfungsi untuk mengurangi ketimpangan
fiskal antar daerah serta mendukung pelaksanaan desentralisasi secara adil dan
proporsional [20]. Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah serta
dana darurat yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu yang mengalami
bencana atau keadaan luar biasa [20].

Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),
penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan, serta hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan [20]. Pembiayaan bersifat melengkapi pendapatan daerah yang belum
mencukupi kebutuhan belanja, sekaligus menjadi instrumen fleksibel dalam pengelolaan
fiskal daerah.

Parkir merupakan kegiatan menempatkan kendaraan pada lokasi tertentu, baik pada
badan jalan maupun di luar badan jalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 [3]. Pajak dan
retribusi parkir menjadi bagian dari sumber PAD yang memiliki potensi strategis dalam
mendukung pendapatan daerah.

Pajak parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
Pemungutannya dapat menggunakan sistem self-assessment maupun official-assessment,
di mana wajib pajak dapat menghitung sendiri pajak terutang atau ditetapkan oleh
pemerintah daerah [3]. Objek pajak parkir meliputi penyediaan tempat parkir, penitipan
kendaraan, hingga layanan valet parking.

Subjek pajak parkir adalah pengguna jasa parkir, sementara wajib pajaknya adalah
penyelenggara parkir seperti pengelola pusat perbelanjaan atau perusahaan penyedia jasa
parkir. Adapun pada retribusi parkir, subjeknya adalah masyarakat pengguna fasilitas
parkir yang dikelola pemerintah daerah [15].

Perbedaan utama pajak parkir dan retribusi parkir terletak pada sifat
pemungutannya. Pajak parkir dikenakan atas aktivitas komersial penyediaan parkir,
sedangkan retribusi parkir adalah kompensasi atas jasa yang disediakan pemerintah
daerah. Tarif pajak parkir ditetapkan maksimal 30% dari nilai transaksi, sementara
retribusi parkir memiliki tarif tetap yang diatur dalam peraturan daerah [14].

Namun demikian, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa penerimaan pajak
dan retribusi parkir di banyak daerah belum optimal. Hal ini1 dipengaruhi oleh rendahnya
kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, serta tidak efisiennya sistem tata kelola
parkir [17]. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan digitalisasi
pemungutan menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan pajak dan retribusi parkir.

Optimalisasi berarti proses mencapai hasil terbaik berdasarkan tujuan tertentu
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien [12]. Dalam
konteks pengelolaan retribusi parkir, optimalisasi bertujuan meningkatkan penerimaan
daerah melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan juru parkir,
pengawasan pemungutan, serta penerapan teknologi informasi.

Optimalisasi layanan publik umumnya diukur melalui indikator efisiensi, efektivitas,
produktivitas, dan kontribusi. Efisiensi mengacu pada kemampuan meminimalkan biaya,
waktu, dan tenaga untuk mencapai hasil tertentu. Efektivitas merujuk pada pencapaian
target yang telah ditetapkan [21]. Produktivitas menggambarkan kemampuan
menghasilkan output maksimal dengan sumber daya minimal. Kontribusi berarti sejauh
mana suatu kegiatan memberikan nilai tambah terhadap tujuan organisasi. Penerapan
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indikator tersebut pada pengelolaan parkir memungkinkan pemerintah daerah untuk
menilai sejauh mana kebijakan parkir mampu meningkatkan PAD serta memberikan
pelayanan publik yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena fokus
utamanya adalah menggali, memahami, dan menggambarkan secara mendalam proses
optimalisasi pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis berdasarkan kondisi nyata
di lapangan. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan di Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis, yang menjadi pusat
pengelolaan data serta pelaksanaan operasional pemungutan retribusi parkir. Pemilihan
lokasi ini dilakukan secara sengaja karena kedua instansi tersebut memiliki peran strategis
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan retribusi parkir daerah.

Informan penelitian ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
memilih individu yang dinilai paling memahami persoalan dan dapat memberikan
informasi yang relevan. Informan terdiri atas pejabat struktural Bapenda yang menangani
urusan penerimaan daerah, petugas Dishub yang mengawasi pelaksanaan teknis
perparkiran, juru parkir yang berhadapan langsung dengan operasional pemungutan di
lapangan, serta masyarakat pengguna layanan parkir sebagai penerima manfaat dan pihak
yang merasakan kualitas pelayanan. Pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu
ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi
aktual, baik dari sisi regulasi, pelaksanaan teknis, maupun pengalaman pengguna layanan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung
pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, pola kerja juru parkir, serta kondisi titik parkir
yang dikelola pemerintah daerah. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka
menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi
informan menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih bebas. Sementara itu,
dokumentasi diperoleh dari arsip Bapenda dan Dishub, meliputi laporan target dan
realisasi penerimaan retribusi parkir, data titik parkir, data jumlah dan penempatan juru
parkir, serta regulasi atau SOP terkait pengelolaan parkir dalam beberapa tahun terakhir.
Ketiga teknik ini digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan keabsahan data
melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles
dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi diseleksi, disusun, dan dikelompokkan sesuai tema penelitian, seperti aspek
efektivitas, efisiensi, kontribusi PAD, serta permasalahan teknis dan kebijakan dalam
pengelolaan parkir. Data yang sudah terorganisasi kemudian disajikan dalam bentuk
uraian naratif, tabel, dan kategori tematik untuk memudahkan peneliti melihat hubungan
antarvariabel dan pola yang muncul di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan
kesimpulan, yang dilakukan secara berulang selama proses penelitian. Kesimpulan yang
diperoleh diuji kembali dengan membandingkan data antar-informan, dokumen
pendukung, serta teori yang menjadi landasan penelitian, sehingga hasil akhir yang
disajikan benar-benar mencerminkan kondisi empiris dan memiliki validitas yang kuat.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Data pada dokumen menunjukkan bahwa capaian pajak dan retribusi parkir
cenderung fluktuatif dan tidak stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pajak parkir beberapa
kali tidak mencapai target, terutama pada tahun 2023 ketika realisasi hanya 46,69% dari
target. Tahun 2024 mengalami kenaikan, namun hal tersebut disebabkan target yang
diturunkan secara signifikan sehingga capaian tampak lebih tinggi.
Untuk retribusi parkir, realisasi sempat mencapai 121,89% pada tahun 2020, sebelum
turun tajam pada 2022 hanya menjadi 47,41%. Tahun 2023-2024 kembali naik ke kisaran
70%, tetapi angka tersebut masih belum mencerminkan potensi daerah yang sebenarnya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Parkir Kabupaten Bengkalis

(2020-2024)

Tahun Pajak Parkir Retribusi Parkir

Target Realisasi Persentasi Target Realisasi Persentasi
2020 | 400.000.000 | 286.723.466 71,68% 400.000.000 487.575.000 121,89%
2021 | 500.000.000 | 312.335.167 62,47% 800.000.000 627.250.000 78,41%
2022 | 432.500.000 | 386.354.005 89,33% 1.450.000.000 | 687.400.000 47,41%
2023 | 700.000.000 | 326.816.873 46,69% 1.550.000.000 | 1.157.650.000 74,69%
2024 | 200.000.000 | 216.539.233 108,27% 1.450.000.000 | 1.019.000.000 70,28%

Berdasarkan data pada dokumen, jumlah wajib pajak aktif hanya dua WP pada
2024, yaitu Suzuya Mall dan Mandiri Bengkalis. Sumber terbesar penerimaan berasal dari
Suzuya Mall, sementara WP lain tidak memberikan kontribusi signifikan. Rendahnya
jumlah WP aktif mengindikasikan rendahnya basis pemajakan.

Tabel 2. Daftar Wajib Pajak Aktif dan Setoran 2024

Wajib Pajak Total Setoran (Rp)
Suzuya 202.135.525
Mandiri 14.403.708

Data BPS Riau pada dokumen menunjukkan bahwa kendaraan roda dua dan roda
empat mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, peningkatan populasi kendaraan
tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan parkir.

Dari hasil wawancara dengan Dishub dan Bapenda, faktor utama yang
menyebabkan pendapatan tidak optimal diantaranya, tidak stabilnya jumlah pengunjung
pusat perbelanjaan, banyaknya parkir liar yang tidak memberikan kontribusi, masih ada
juru parkir yang tidak menyetorkan pungutan, sistem pencatatan manual sehingga rawan
kebocoran, pengawasan Dishub masih minim, dan kurangnya kesadaran masyarakat
membayar retribusi parkir.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pajak dan retribusi parkir di
Kabupaten Bengkalis masih belum optimal, terlihat dari fluktuasi realisasi penerimaan
yang pada beberapa tahun tidak mencapai target, terutama pada pajak parkir tahun 2023
yang hanya terealisasi sebesar 46,69% . Ketidaktercapaian ini menggambarkan rendahnya
efektivitas pemungutan, yang dalam teori efektivitas dijelaskan sebagai kondisi ketika
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tujuan tidak tercapai secara memadai [1]. Salah satu penyebab utama rendahnya
efektivitas adalah minimnya jumlah wajib pajak parkir yang aktif, di mana pada tahun
2024 hanya terdapat dua wajib pajak yang berkontribusi Suzuya dan Mandiri dengan
Suzuya menyumbang hampir seluruh penerimaan pajak parkir . Kondisi ini
mencerminkan sempitnya basis pajak, sehingga potensi penerimaan tidak tergarap secara
menyeluruh. Hal tersebut sejalan dengan Putri (2024) yang menegaskan bahwa efektivitas
pemungutan pajak sangat bergantung pada luasnya basis pajak dan kepatuhan wajib pajak
yang berada di dalamnya [12].

Di sisi retribusi parkir, ketidaktercapaian target pada tahun 2022 yang hanya
mencapai 47,41% memperlihatkan lemahnya respons sektor ini terhadap perubahan
lingkungan, terutama dampak pandemi serta tingginya aktivitas parkir liar. Dishub dalam
wawancara juga menyampaikan bahwa terdapat banyak juru parkir yang tidak resmi dan
tidak menyetorkan pungutan, serta pengawasan yang masih terbatas. Ketidakstabilan ini
memperkuat pandangan bahwa efektivitas pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor
internal organisasi dan kondisi eksternal masyarakat [13]. Dalam konteks Bengkalis, kedua
faktor tersebut sama-sama memberi tekanan negatif terhadap capaian retribusi.

Dari sisi efisiensi, penggunaan sistem manual baik pada pencatatan maupun
pemungutan menjadikan proses pengelolaan parkir rawan kesalahan dan kebocoran. Juru
parkir masih menggunakan karcis kertas, laporan retribusi dibuat secara manual, dan tidak
semua titik parkir diawasi langsung oleh Dishub . Dalam teori efisiensi, kondisi ini jelas
tidak ideal karena penggunaan sumber daya tidak menghasilkan output maksimal [16].
Ketidakefisienan ini juga terlihat dari ketidaksesuaian setoran dengan potensi lapangan,
serta ketiadaan mekanisme kontrol elektronik yang dapat memverifikasi jumlah kendaraan
secara real time. Walaupun Bapenda telah mulai memperkenalkan QRIS dan tapping box,
implementasinya belum merata sehingga belum berdampak signifikan terhadap efisiensi.

Produktivitas sektor parkir juga belum menunjukkan kinerja yang memadai. Data
BPS yang tercantum dalam dokumen menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan setiap
tahun, baik roda dua maupun roda empat . Secara teoritis, peningkatan jumlah kendaraan
seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan parkir. Namun, realisasi
pendapatan parkir di Bengkalis tidak mengikuti tren tersebut, sehingga mencerminkan apa
yang disebut sebagai lost potential, yaitu kondisi ketika pertumbuhan aktivitas tidak diikuti
pertumbuhan pendapatan [17]. Faktor penyebabnya antara lain belum optimalnya
pemetaan titik parkir resmi, masih banyaknya parkir liar, serta rendahnya ketegasan
penegakan aturan di lapangan. Wawancara dengan Dishub menegaskan bahwa sebagian
titik parkir belum memiliki legalitas atau penetapan formal dari pemerintah daerah,
sehingga potensi tersebut tidak bisa ditarik menjadi pendapatan resmi .

Kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap PAD yang hanya berada pada
kisaran 0,01-0,22% memperlihatkan bahwa sektor ini belum menjadi sumber pendapatan
strategis bagi Kabupaten Bengkalis. Dalam perspektif kemandirian fiskal, rendahnya
kontribusi menunjukkan perlunya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan [15].
Rendahnya kontribusi juga menandakan bahwa pertumbuhan PAD daerah berasal dari
sektor lain, sehingga kontribusi sektor parkir secara persentase makin tidak signifikan.
Fenomena 1ni sering disebut sebagai dilusi kontribusi, yakni kondisi ketika peningkatan
PAD secara keseluruhan membuat sektor kecil tampak semakin tidak dominan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama dalam
optimalisasi pajak dan retribusi parkir di Bengkalis bukan hanya pada rendahnya
penerimaan, tetapi juga pada lemahnya sistem pengelolaan. Untuk menuju pengelolaan
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yang lebih optimal, modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak, mulai dari
digitalisasi karcis, integrasi QRIS, sistem pemantauan berbasis aplikasi, hingga
pemutakhiran data potensi secara menyeluruh. Strategi seperti penertiban parkir liar,
peningkatan pengawasan Dishub, dan perluasan titik parkir resmi dipandang perlu untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Hal ini selaras dengan pendekatan New Public
Service yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat [21]. Dengan demikian, optimalisasi sektor
parkir bukan hanya soal peningkatan angka pendapatan, tetapi juga pembenahan sistem,
perilaku petugas, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan
pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis memberikan pemahaman bahwa
persoalan utama bukan hanya pada rendahnya penerimaan, tetapi juga pada lemahnya
sistem pengelolaan, pemantauan, dan partisipasi para pihak. Data yang ditunjukkan
selama periode 2020-2024 menggambarkan bahwa mekanisme pemungutan yang masih
manual, pengawasan yang terbatas, serta keberadaan titik parkir ilegal menyebabkan
penerimaan tidak mencerminkan potensi riil yang sebenarnya. Dari perspektif teoritis,
kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelayanan publik
hanya dapat dicapai apabila sistem pengelolaan didukung teknologi, memiliki ketertiban
regulasi, dan melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pengguna layanan. Temuan di
lapangan mempertegas teori bahwa tata kelola layanan publik yang modern memerlukan
keseimbangan antara regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem
kerja yang mudah diawasi serta transparan.

Dari refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa pendekatan partisipatif
menjadi kunci keberhasilan perbaikan layanan. Pelibatan Dishub, Bapenda, juru parkir,
dan masyarakat dalam diskusi, pendataan, serta penyusunan strategi menjadikan program
pengabdian tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan teknis, tetapi juga pada
pemberdayaan aktor-aktor yang terlibat secara langsung. Teori pelayanan publik
menekankan pentingnya kolaborasi sebagai bagian dari governance, dan pengalaman
lapangan menunjukkan bahwa perubahan sistem akan lebih mudah diterima apabila
masyarakat dan petugas memahami manfaat langsung dari ketertiban administrasi,
penggunaan karcis resmi, maupun digitalisasi transaksi. Dengan demikian, pengabdian
masyarakat ini mampu menjadi jembatan antara konsep teoritis dan kebutuhan praktis
daerah, terutama dalam mendorong tata kelola parkir yang lebih transparan dan
akuntabel.

Berdasarkan keseluruhan kegiatan dan temuan yang diperoleh, terdapat sejumlah
rekomendasi yang dapat menjadi arah pengembangan berikutnya. Pemerintah daerah
perlu mempercepat implementasi digitalisasi pemungutan, memperkuat disiplin juru
parkir melalui pelatihan, serta menata ulang titik parkir agar sesuai dengan pertumbuhan
kendaraan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan terpadu menjadi langkah
penting untuk menekan kebocoran dan memastikan kesesuaian antara transaksi lapangan
dengan setoran. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai tarif resmi dan penggunaan karcis
juga perlu dilakukan untuk membangun kesadaran bersama bahwa ketertiban parkir akan
berdampak pada peningkatan PAD dan perbaikan layanan publik. Dengan penerapan
rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan pajak dan retribusi parkir tidak hanya
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meningkat dari sisi penerimaan, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang modern,
responsif, dan berkelanjutan.
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